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PUTUSAN
Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Mtr.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 21Juni 1984, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA sederajat,
tempat tinggal di Kecamatan Selaparang Kota Mataram, disebut sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Pagutan, 22Juni 1984, agama Islam,

pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA sederajat, tempat tinggal DI

kota Mataram, disebutsebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;
Telah mendengar keterangan Penggugatdan para saksidi muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggall7Juli 2017 telah
mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal
17Juli 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 21Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan Sebagaimana ternyata dari buku kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama
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kecamatan Ampenan Kota Mataram No: 439/54/VII/206. Tertanggal 22
Juli 2006, sesuai dengan kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Tergugat selama pernikahan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang
anak;

4. Bahwa sejak akhir bulan April 2010 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus
yang sulituntuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain :

a. Penggugatsudah tidak mempercayai Tergugat lagi, karena sudah
tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga;

b. Tergugat berwatak keras apabila bertengkar;

c. Tergugat bermain cintadengan wanitalain;

d. Penggugatsudah tidak adarasa cintalagi terhadap Tergugat

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Maret
2015 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai
secara syariat islam dan Penggugat telah pulang kerumah orang tua
Penggugat, selamaitu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahirmaupun
bathin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehinggatujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddabh,
wa rahmabh sulitdi pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk memyelesaikan
permasalahan Penggugatdengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,
Penggugat memohon agar Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama

Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah
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mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku
daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugatsanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;;

b. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar
yang disediakan untuk itu;

d. Membebankan biaya perkara sesuai hukumyang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapatlain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugattelah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Mtr.Tanggal 24 Juli 2017, dan Nomor
293/Pdt.G/2017/PA.Mtr. Tanggal2 Agustus 2017 telah dilaksanakan Juru Sita
Pengganti Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan,

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
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bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikiruntuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalili Penggugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat
dengan merefisi nama orang tua Penggugatyang benaradalah PENGGUGAT
bukan PENGGUGAT SALAH;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy KTP Nomor : 5271026106840003, tanggal 27 Juni 2012 atas
nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota
Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 439/54/V11/206. Tertanggal 22Juli
2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ampenan Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2;
B. Saksi:
1. SAKSI 1, tempat lahir di Suralaga Lombok Timur umur 55 tahun, agama

Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di J Kota Mataram, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
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- Bahwasaksi 1 adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 21Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat selama pernikahan;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri dan dikaruniai 2
orang anak;

- Bahwa sejak akhir bulan April 2010 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugatmulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugatyang terusmenerus
yang sulit untuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain :
Penggugat sudah tidak mempercayai Tergugat lagi, karena sudah
tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, Tergugat
berwatak keras apabila bertengkar, Tergugatbermain cinta dengan
wanita lain dan Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap
Tergugat;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara
Penggugatdengan Tergugattersebut terjadi kurang lebih pada akhir
bulan Maret 2015 yang akibat nya Penggugat dengan Tergugat
sudah bercerai secara syariat islam dan Penggugat telah pulang
kerumah orang tua Penggugatselama itu sudah tidak ada lagi

hubungan baik lahirmaupun bathin;
2. SAKSI 2, tempat lahir di Mataram, tanggal 24 September 1989, agama
Islam, Pekerjaan Buruhh Bangunan, tempat tinggal di Kota Mataram, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwasaksi 2 adalah adik kandung Penggugat;
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Bahwa pada tanggal 21Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat selama pernikahan;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri dan dikaruniai 2
orang anak;

- Bahwa sejak akhir bulan April 2010 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugatmulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugatyang terusmenerus
yang sulit untuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain :
Penggugat sudah tidak mempercayai Tergugat lagi, karena sudah
tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, Tergugat
berwatak keras apabila bertengkar, Tergugatbermain cinta dengan
wanita lain dan Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap
Tergugat;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara
Penggugatdengan Tergugattersebut terjadi kurang lebih pada akhir
bulan Maret 2015 yang akibat nya Penggugat dengan Tergugat
sudah bercerai secara syariat islam dan Penggugat telah pulang
kerumah orang tua Penggugatselama itu sudah tidak ada lagi

hubungan baik lahir maupun bathin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat

membenarkannya semuanya,

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup
dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin diceraikan

dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwauntuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 293/Pdt.G/2017/PAMtr.Tanggal 24 Juli 2017, dan Nomor
293/Pdt.G/2017/PA.Mtr. Tanggal 2 Agustus 2017 telah dilaksanakan Juru Sita
Pengganti Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

Penggugatan tersebutharus diperiksasecara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan
angka 5, Penggugat telah mengajukan bukti suratP-1, P-2, serta2 (dua) orang

saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta
otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat di Kota Mataram,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal
285 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat
dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanyapernikahan
Penggugat dan Tergugat tanggal 21Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami  sendiri dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugattelah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat selama pernikahan;

3. BahwaPenggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa sejak akhir bulan April 2010 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
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perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus
yang sulit untuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain
Penggugat sudah tidak mempercayai Tergugat lagi, karena sudah tidak
ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, Tergugat berwatak
keras apabila bertengkar, Tergugat bermain cinta dengan wanita lain
dan Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Maret
2015 yang akibat nya Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai
secara syariat islam dan Penggugat telah pulang kerumah orang tua
Penggugat, selamaitu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 21Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat suami istri
sah;

2. Bahwa setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama
pernikahan;

3. BahwaPenggugat dengan Tergugattelah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa sejak akhir bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan di sebabkan antara lain : Penggugat sudah tidak
mempercayai Tergugat lagi, tidak ada lagi kecocokan dalam membina
rumah tangga, Tergugat berwatak keras, Tergugat bermain cinta dengan
wanita lain sehingga Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap
Tergugat;

5. Bahwa pada akhir bulan Maret 2015Penggugatdengan Tergugatsudah
bercerai secara syariat islam dan Penggugat telah pulang kerumah
orangtua Penggugat,selamaitu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

maupun bathin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebuttelah memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut
sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat
hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga
Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Hakim
Mediator Pengadilan Agama Mataram telah memediasi para pihak sebanyak

tiga kali, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi
dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya
perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh
kasih sayang (sakinah, mawaddah warahmah) sehingga tujuan perkawinan
tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Quran Surat Ar
Rumayat 21;

S Jra s Ll | il L g 51 Sl e oS3 BIAO) Al (e
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Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu
pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan
rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benarterdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian
(broken marriage) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih
besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri, lebih jauh dapat
berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam
mengajarkan menghindari mafsadatlebih didahulukan dari mengambil manfaat,
sebagaimanaKaidah fighiyah dalam Kitab Asybah wa al-Nadhaair, hal. 62 :

e nalidlodials  lealliadl
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Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :
Lidac a je Al ) sadd ) sagllal selallilon a8 la s )

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka
disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada
istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi
alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat/pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat
untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh
talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan
dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan
dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan

verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor
3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun

2009,Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan
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salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram
dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota

Mataram;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islamyang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram,
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang
Kota Mataram dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mataram Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untukitu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.286.000,00 (duaratus delapan puluh enam ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15Dzulga’dah 1438 Hijriah, oleh kami Drs.
Muhammad Noor, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz MH. Dan Dra. HJ.
Khafidatul Amanah SH. MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Lalu Badarudin SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua majelis,
Drs. Hafiz MH. Drs. Muhammad Noor, SH.
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH.

Panitera pengganti,

Lalu Badarudin SH.
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Perincian biaya perkara :
- Biaya pendaftaran: ........ccovviinienienienenesesese e Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....ccocooveveeivrensenneeseneeeseneenees Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: ... Rp. 195.000,-
- BiayaredaksSi: ... Rp. 5.000,-

m M AL ittt e e e e e e saanaeesaanaressaanneeaas Rp. 6.000,-
T T 01 F=1 0 TR RP. 286.000,-

(duaratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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